
Mentrri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pemhangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MXNIERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIO

KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
NOMOR KEP.42 / M.PPN /HW 03 / 20 19

TEN'TANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PE}IYLISUNAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMN 2O2O,2O

Menimbang bahwa menyikapi kondisi sumber daya alam dan ling;
terus turun dan untuk ntenjaga Tujuan Pembangunan
(TPB-SDGs), perlu sebuah model pembangunan hingga

b. bahwa berdasarkan amanat Perafifian Pemerlntah No
2076 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Ling
Strategis (KLHS) dan dalam penyusunan RPJMN 2020
dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

bahwa dalam rangka optimalisasi penyrrsunan Pemba
Karbon dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2O24, perlu dilakukan pen)'usunan model pen.r

karbon/pertumbuhan irijau dan Kajian Lingkungan H
(KLHS) RIJMN- 20 20 - 20 21 ;

d. bahw a berdasari<an pertimbanSlan sebagaimana dimaksud
a, huruf b, dan hurufc, perlu rnembentuk Tim Koordinasi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2

bahwa pejabat dan pegawat yang namanya terrcantum
Keputusan ini dianggap mampu dan meraenuhi persy
duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota
Penlrxunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2024:,

MenSingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Ind
2011 Nonror 173,'fambahan lrmbaran Negara Repub
Nomor 5254);
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perli
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repu

Tahtn 2077 Nomor 113, Tambahan Lembaran Ne

Indonesia Nomor 5254);

3. Undang-Undang Nomor lZTahun 2078 lentang Atggar
dan Belanja Negara Tahun An1garan 2019 (Lembaran N
Indonesia Tahun 20'18 Nomor 223, Tambahan Lem

Republik lndonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun ZOOG tenta
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 ten
Pelaksanaan Anggaran dan Belan)a Negara;

6. Peruturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 i 6 ten
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten
Kementerian Ne8ara;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang
Petencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Penrbangunan Nasional sebagaimana telah diubah de

Presiden Nomor 20 Tahun 201 6l

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

telah diubah dengan Perafiran Menteri Perencanaan

Nasioanl/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasio

Tahun 2077;

1 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan

Kegiatan dan Anggaran;

MXMUTUSIGN:

KEPUruSAN MXNTERI PERENCANAAN

NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PIMBANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Menetapkan

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) P}JMjN 2O2O-2O24.
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KETUJUH Segala biaya yang di
Koordinasi dibebankan
Ken.renterian PPN/Ba

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku
tanggal 2 Januat 20'18.
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Z?-
RR. Rita Erawati
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KAIAN LINGKUNG

A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil

An$lot^

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM KOORDINASI/PEI^A.KSANA

Ketua

Anggota

TIM KOO

SAUNAN
LA.MPIRAN
KEruTUSANMENIIRI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.42IM.PPN/HK,/O
TANGGAL 29 MARXT 2019

KEANGGOTAAN
PEI.MJSUNAN

HIDUP STRATEGIS (KIHS)
2020-2024

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekre
Bappenas.

Deputi Bidang1

Masy arukat dan Kebuday aan;

2. Deputi Bidang Kependud
Ketenagakerjaan;

3. Deputi Bidang Ekonomi;

4. Deputi Bidang Sarana dan Pr

5. Deputi Bidang Pengembangan

6. Deputi Bidang Pendanaan

7. Deputi Bidang Pemantasan,
Pengendalian Pembangunan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan
Alam.

Direktur Lingkungan Hidup.

Direktur Pangan dan Pertan

Direktur Kehutanan dan
Sumber Daya Air;

Direktur Kelautan dan

Direktur Sumber Daya Ener

dan Pertambanganl

3

4

5. Direktur Pengairan dankigasi;

6. DirekturTransportasi;

7 . Direktur Energi, Telekomun
Informatika;
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8. Direktur Tata Ruang dan Perta

9. Direktur Otonomi Daerah;

I0. Direktur Perencanaan Makro
Statistik;

11. Direktur Perdagangan, In
Kerjasama Ekonomi Inte

12. Direktur Industri, Pari
Ekonomi Kreatif;

13. Direktur Pemantaluan, Ev

Pengendahan Seftloral;

14. Direktur Penanggulangan Ke

Kesejahteraan Sosial;

15. Direktur Pendidikan Tinggi,
Kebudayaan;

16. Kepala Biro Hukum;

77 . Kepala Biro Sumber Daya Man

18. Kepala Pusat Analis Kebijakan

19. Kepala Pusat Dala dan
P er enc anaan P emb angunan;

20. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc;

21,. Ersa Herwinda, S. Hut, M.Sc;

22. Erlk Armtndito, ST, MT, Ph.D;

23. Anna Amalia, ST, Menvl

24. lrfan Darliazi Yananto, SE,

25. Fatoni, S.Sos;

26. fusnawati, SE, MPPM;

27. Yubarko Sukardi, ST, M.En8;

28. Noor Avianto, SP, M.Agr;

29. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.

30. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;

31. Andianto Haryoko, ST, M.Si;

32. Afwandi, SE;

33. Mohammad Irfan Saleh, ST,

34. Y,hairul Rizal, ST, MPP;

35. Ikrdi, S.Sos.
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D. TENAGAPENDUDKUNG

MXNTERI PEREN

KEPAI/. BADAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita
>-
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1. Anggi Pertiwi Putri, ST (CPNS);

2. Muhammad Syafik.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO


